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<b>ABSTRAK</b><br>

Pembentukan dan Muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang terorisme telah coba diatur
dalam bentuk Perpu maupun dalam Undang-Undang. Pembentukan Perpu dilakukan karena hal ihwal
kegentingan yang memaksa dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait
terorisme kemudian Perpu harus ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui proses pengesahan di DPR.
Pembentukan Perpu terorisme telah melanggar prinsip negara hukum, melanggar hierarki norma hukum, tata
urutan peraturan perundang-undangan sehingga mengabaikan pertimbangan hak atas rasa aman dalam
pembentukannya. Pembentukan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi prinsip negara hukum, hierarki norma hukum, tata urutan peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat itu meski tidak semua prosedur dapat terpenuhi dengan baik.
Pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memenuhi prinsip negara hukum, sertatelah
memenuhi semua prosedur pembentukan Undang-Undang sebagaimana pengaturan yang berlaku. Materi
muatan peraturan Perpu dan Undang-Undang pemberantasan terorisme belum memenuhi syarat-syarat
muatan undang-undang yang baik dengan tidak terpenuhinya pengaturan hak atas rasa aman dalam hal yang
menjadi sorotan adalah terkait defenisi dari terorisme yang multi tafsir, jangka waktu penahanan yang tidak
memenuhi konvensi internasional terkait hak-hak sipil dan politik serta menyimpangi aturan KUHAP
Indonesia, serta pelibatan kembali TNI dalam penindakan terorisme adalah tanda nyata bahwa pemenuhan
hak atas rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 akan dapat terwujud. Politik hukum
peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan terorisme di Indonesia yang dilaksanakan dari
tahun 1998-2018 dalam hal pembentukannya dan materi muatan

telah mengabaiakan prinsip negara hukum, tidak tertib tata aturan perundang-undangan, serta dengan tidak
mengindahkan hak atas rasa aman. Politik hukum peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak
pidana di bidang terorisme menunjukkan ketidaksuaian dengan Pasal 28G ayat 1 UUD Tahun 1945.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The formation and content of legidlative material in the field of terrorism has been tried in the form of a
Government Regulation in Lieu of Law or Law. The Government Regulation in Lieu of Law was formed
because of a matter of urgency where there were no laws and regulations governing terrorism, then the
Government Regulation in Lieu of Law had to be stipulated into a Law through the ratification processin
the DPR. The establishment of Government Regulation in Lieu of Law on terrorism has violated the
principles of the rule of law, violated the hierarchy of legal norms, the ordering of laws and regulations, thus
ignoring the consideration of the right to a sense of security inits formation. The formation of Law No. 13
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of 2003 has fulfilled the rule of law, the hierarchy of legal norms, the order of the laws and regulations that
werein force at the time athough not all procedures were fulfilled properly. Formation of Law Number 5

Y ear 2018 has met the principles of the rule of law, and has fulfilled all procedures for the formation of the
Law as applicable regulations. The contents of Government Regulation in Lieu of Law and the Law on
eradication terrorism have not fulfilled the requirements for a good law content with the non-fulfillment of
the regulation of the right to security in the matter of concern isrelated to the definition of terrorism which
has multiple interpretations, the period of detention that does not meet the convention international relations
with civil and political rights and deviating from the Indonesian Criminal Procedure Code, and the
reengagement of the TNI in the fight against terrorism is a clear sign that the fulfillment of the right to
security as regulated in Article 28G paragraph 1 will not be realized. The legal policy of legislation in the
field of eradication terrorism in Indonesia carried out from 1998-2018 in terms of its formation and material
content has ignored the rule of law, disorganized rules and regulations, and with no regard

for the right to security. Thelegal policy of the laws and regulations eradicating criminal actsin the field of
terrorism shows dissonance with Article 28G paragraph 1 of the 1945 Constitution.



